BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem dan prosedur penerimaan kas Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan di Kabupaten Sikka sudah dilaksanakan sesuai dengan
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan keuangan Daerah dengan menggunakan aplikasi

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
2. Sumber penerimaan kas pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di

Kabupaten Sikka bersumber dari lain-lain PAD.

3. Masih adanya kendala dalam sistem pengendalian internal dan
keterlambatan waktu atas penerimaan kas yang tedapat pada Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan

4. Penyewaan atas aset yang berupa Sewa loss, billboard dan sound
system merupakan penerimaan kas pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan di Kabupaten Sikka yang bersumber dari lain-lain

PAD.
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6.2 Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1.

Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sikka,
lebih memaksimalkan Kkinerja agar bisa meningkatkan dan
mempertahankan sistem dan prosedur penerimaan kas dengan tetap
mengikuti peraturan yang berlaku.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sikka harus lebih
meningkatkan sistem dan prosedur penerimaan kas agar tidak
terjadi lagi keterlambatan waktu yang berdampak pada proses
pengakuan atas penerimaan kas pada lain-lain PAD dalam laporan
keuangan yang sudah ditetapkan dengan baik sehingga pengelolaan
keuangan dapat terwujud dengan efektif dan efesien.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sikka juga harus
lebih  memperhatikan sistem pengendalian internalnya yang
menjadi salah satu penunjang dalam sistem dan prosedur
penerimaan kas. Agar tidak terjadi penyelewengan atas kas.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sikka harus lebih
mengoptimalkan pengelolaan sektor pariwisata agar penerimaan
kas lebih meningkat. Dan dalam pelaksanaan pengendalian intern
sudah baik. Namun masih kurang diadakan sosialisasi dan
bimbingan bagi para pegawai, untuk itu lebih diadakannya

sosialisasi dan bimbingan agar menjadi lebih baik.
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